PERTEMUAN I

PERIKATAN-PERIKATAN UMUM

A. Ketentuan-Ketentuan Umum

Istilah perikatan merupakan salah satu terjemahan dari istilah verbintenis yang terdapat dalam BW dan istilah ini merupakan salah satu istilah yang banyak digunakan dalam kepustakan hukum Indonesia, walaupun Pasal 1313 BW menggunakan istilah “persetujuan”.  Pasal 1313 BW ini memberikan definisi mengenai persetujuan yaitu sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.    Aturan hukum perikatan secara umum diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW dan beberapa bagian dalam Buku I dan II BW, namun aturan umum ini menjadi tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain secara khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beberapa aturan dalam KUHD serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.  Hal tersebut sesuai dengan asas “Lex Specialis derogat legi generali”.   Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, perikatan juga dapat berupa berbagai macam perjanjian (perjanjian tak bernama/onbenoemde contrcten) selain dari perjanjian yang telah ditentukan dalam Buku III BW (perjanjian bernama/benoemde contracten) asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, dengan demikian buku III BW Tentang Hukum Perikatan dapat dikatakan bersifat terbuka dan mengatur (aanvullenrecht) artinya dapat dikesampingkan apabila kepentingan hukum masyarakat menghendakinya dengan syarat-syarat tersebut diatas.

Definisi perikatan tidak dirumuskan dalam undang-undang termasuk dalam BW sendiri, tapi sedemikian rupa definisi tersebut dirumuskan dalam ilmu pengetahuan hukum.  Beberapa ahli hukum menyimpulkan definisi perikatan yaitu sebagai hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas prestasi dan pihak yang lain (debitur) wajib memenuhi prestasi tersebut.
   Berdasarkan rumusan perikatan tersebut di atas, terdapat  4 (empat) unsur perikatan yaitu :

1. Hubungan hukum

2. Kekayaan

3. Pihak-pihak

4. Prestasi

Hubungan hukum artinya hubungan yang akibatnya diatur oleh hukum berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perikatan tersebut.  Kekayaan maksudnya kriteria-kriteria yang dipergunakan sehingga suatu hubungan itu disebut perikatan.  Biasanya hubungan hukum dikatakan perikatan apabila dapat dinilai dengan uang, namun saat ini sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan diberi akibat hukum, maka hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai perikatan.  Pihak-pihak dalam suatu perikatan disebut juga subjek perikatan yang terdiri dari kreditur (yang berpiutang) dan debitur (yang berutang).  Debitur harus selalu diketahui karena seseorang tidak dapat menagih dari seseorang yang tidak dikenal, sedangkan kreditur tidak harus selalu diketahui.  Penggatian debitur harus diketahui atau atas persetujuan kreditur sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak.  Penggantian kreditur dapat terjadi dengan suatu akta yaitu akta cessie atau dengan bentuk yang lebih mudah dengan cara kreditur membuat suatu pengakuan utang (schuldbekentenis), pengakuan utang ini dapat berupa pengakuan utang atas tunjuk/ aan order atau atas bawa/ aan toender.  Pengakuan utang atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan endossement  yaitu penyerahan dari tangan ke tangan dan di bagian belakang surat tersebut dibuat keterangan tentang penyerahan serta tandatangan pihak yang menyerahkan.  Pengakuan utang atas bawa terjadi dengan penyerahan surat semata-mata, misalnya cheque, namun sekarang dalam penyerahan cheque pun selalu dibubuhi tandatangan di belakang cheque tersebut.  Penggantian kreditur dapat pula terjadi dengan cara subrogasi yang terjadi baik karena perjanjian maupun karena undang-undang, menurut Pasal 1401 BW subrogasi karena perjanjian terjadi apabila kreditur dengan menerima pembayaran dari seorang pihak ketiga menetapkan bahwa orang ini akan menggantikan hak-haknya, gugatan-gugatannya, hak-hak istimewanya serta hipotik/hak tanggungan yang dimilikinya terhadap debitur dan subrogasi ini dinyatakan secara tegas dan dilakukan tepat pada waktu pembayaran atau apabila debitur meminjam uang untuk melunasi utangnya dan menetapkan orang yang meminjami uang tersebut akan menggantikan hak-hak kreditur, agar subrogasi ini sah maka baik perjanjian pinjam uang maupun pelunasan harus dibuat dengan akta otentik.  Subrogasi yang terakhir dapat terjadi tanpa bantuan dari kreditur lama.  Subrogasi karena undang-undang menurut Pasal 1402 BW  dapat terjadi : 

· apabila seseorang yang sedang berpiutang melunasi piutang orang lain mempunyai hak yang lebih tinggi atas hak-hak istimewa atau hipotik/hak tanggungannya.

· Untuk seorang pembeli benda tak bergerak yang telah memakai uang pembelian benda tersebut untuk melunasi utang-utang atau hipotik yang melekat terhadap benda itu.

· Untuk seseorang yang bersama-sama dengan orang lain atau untuk orang lain diwajibkan melunasi suatu utang dan berkepentingan untuk melunasi utang itu.

· Untuk seorang ahli waris yang sedang menerima suatu warisan dengan suatu hak istimewa guna mengadakan pencatatan atas harta warisan apabila utang-utang pewaris telah dibayar dengan uang ahli waris itu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian di atas bahwa subrogasi hanya dapat terjadi apabila diperjanjikan atau ditentukan oleh undang-undang seperti tersebut di atas.



Kedudukan seorang debitur dapat berganti dengan cara subrogasi sebagaimana telah dijelaskan di atas. Pasal 1233 BW menentukan sumber perikatan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik melalui perjanjian maupun undang-undang, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Prestasi sering juga disebut objek perikatan yang merupakan hak kreditur dan kewajiban debitur.  Berdasarkan Pasal 1234 BW,  prestasi dapat berupa memberi sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.  “Sesuatu “ dapat berarti suatu hal dalam bentuk materiil (berwujud) maupun immateriil (tidak berwujud).  Secara umum prestasi dari suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Harus diperkenankan, artinya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

b. Harus tertentu atau dapat ditentukan, artinya harus terang dan jelas (Pasal 1335 dan 1337 BW).

c. Harus mungkin dilakukan artinya mungkin dilaksanakan menurut kemampuan manusia.

Prestasi dalam suatu perikatan wajib dilaksanakan oleh debitur.  Kewajiban debitur tersebut dikenal dengan nama SCHULD, selain itu debitur juga wajib menjamin pemenuhan prestasi itu dengan seluruh harta kekayaannya yang disebut  HAFTUNG.  Pasal 1131 BW menentukan bahwa semua benda kepunyaan debitur baik benda bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk semua perikatan yang dibuatnya.  Dengan demikian pada debitur terdapat schuld dan haftaung sedangkan pada kreditur terdapat hak atas prestasi dan hak atas pemenuhan prestasi, dalam perikatan alam (Natuurlijke Verbintenis ) seperti utang yang terjadi karena perjudian (Pasal 1788 BW), pada debitur hanya terdapat sculd tanpa haftung artinya debitur hanya mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi tapi tidak ada kewajiban untuk menjamin pemenuhan prestasi itu dengan harta kekayaannya, begitu pula dalam pewarisan terbatas, debitur (ahli waris) mempunyai schuld dengan haftung terbatas, artinya  ahli waris hanya wajib membayar utang-utang pewaris sebatas jumlah boedel warisan yang diterimanya sebagai ahli waris.

Perikatan untuk memberikan sesuatu artinya ada kewajiban untuk menyerahkan sesuatu, hal ini merupakan kewajiban pokok, selain itu terdapat kewajiban tambahan/preparatoir terhadap sesuatu tersebut antara lain kewajiban merawat termasuk mengasuransikan sesuatu itu.  Debitur harus memelihara sesuatu ini sebagai bapak rumah tangga yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1235 BW.  Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti yang telah dijelaskan diatas maka Pasal 1236 BW menentukan bahwa debitur harus memberi ganti rugi, biaya dan bunga.    Dengan demikian risiko atas sesuatu itu  berada pada      pihak  debitur   sejak kelalaian    yang  ia  lakukan  terhadap sesuatu tersebut.  Menurut     Pasal 1238 BW, debitur dinyatakan lalai melalui surat peringatan/ somasi/aanmaning atau dengan lewatnya waktu yang ditentukan.  Ada beberapa macam bentuk surat peringatan, antara lain :

1. Surat perintah (bevel) yaitu exploit juru sita merupakan perintah lisan yang disampaikan juru sita kepada debitur melalui salinan berbentuk surat.

2. Akta sejenis/soortgelijke akte adalah akta otentik sejenis exploit juru sita yang bersifat imperatif/perintah kepada debitur tentang batas waktu pemenuhan prestasi.

3. Isi perjanjian itu sendiri yang disepakati para pihak saat terjadinya lalai misalnya telah lampaunya waktu.

	1Riduan Syahrani, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata,  Alumni, Bandung, 1992, hlm.203.
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